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PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

Penggugat,  Kota  Banjar.  Dalam  hal  ini  memberi  kuasa  kepada,

Advokat/Pengacara  yang  beralamat  di  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 308/K/IV/2021

tanggal 14 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Kota Banjar,  selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  secara  tertulis  dengan

surat  gugatannya  bertanggal  15  April  2021,  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Bjr

pada tanggal 19 April 2021 yang isinya sebagai berikut: 

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat pada tanggal  12 September 2005 dihadapan Pejabat Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Purwaharja  Kota  Banjar,  dengan  Kutipan

Akta Nikah Nomor : 190/04/X/2005, tertanggal 12 September 2005;     

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

selalu  rukun  dan  harmonis  kurang  lebih  selama  14  tahun  11  bulan

lamanya;  
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan

berumah tangga di Dusun Cibentang RT. 023 RW. 009 Desa Mekarharja

Kecamatan  Purwaharja  Kota  Banjar  dan  sudah  dikaruniai  tiga  orang

anak yang bernama 1). Anak I, umur 13 tahun, 2). Ianak II , umur 7 tahun

dan anak III, umur 8 bulan;    

4. Bahwa  sejak  bulan  Agustus  2020  keadaan  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah,  karena  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Tergugat  kurang  cukup

memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;   

5. Bahwa  sejak  bulan  Januari  2021  Penggugat  dengan  Tergugat

berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana 

6. Bahwa Penggugat  sudah  meminta  bantuan  baik  kepada orang

tua,  maupun kerabat  dekat,  untuk membantu menyelesaikan masalah

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  akan  tetapi  tidak  ada

hasilnya;  

7. Bahwa  Penggugat  merasa  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  karena  lebih  banyak

madaratnya daripada manfaatnya;  

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di  atas gugatan Penggugat

telah sesuai  dengan maksud Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam,

oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota

Banjar  Cq.  Yth.  Majelis  Hakim  agar  memanggil  kedua  belah  pihak

berperkara  dan  memeriksa  perkara  ini  serta  berkenan  menjatuhkan

putusan sebagai berikut :     

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat  (Tergugat) talak satu Bain

Shugro kepada Penggugat (Penggugat);  

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;  

4. Apabila  Pengadilan  berpendapat  lain  mohon  putusan  seadil-

adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);  
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Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini,  Penggugat  dan Tergugat  telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat

telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  agar

berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil begitupun upaya mediasi

tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi

tidak  dapat  dilaksanakan  dan  pemeriksaan  terhadap  perkara  ini  dilanjutkan

dengan  membacakan  gugatan  Penggugat  yang  dalil-dalilnya  tetap

dipertahankan Penggugat; 

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat

telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat

(Penggugat)  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

yang ternyata sesuai,  lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi  tanda

P.1; 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  190/04/X/2005  tanggal  12

September  2005  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Kecamatan  Purwaharja

Kota Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I Penggugat , , Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan

Penggugat  dan  Tergugat,  hubungan  sebagai  Teman  Penggugat,

menyatakan  bersedia  menjadi  saksi  dan  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman  3 dari 9 hlm. Putusan  Nomor  270/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak

yang bernama Nisa Ayu Safitri,  Imania Ajeng Qinaya dan Amanda

Rafania Shafira;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran sejak  Agustus 2020;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat  kurang  cukup

memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari

2021;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  kembali  Penggugat  dan

Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

- Bahwa  sumber  pengetahuan  saksi  adalah  cerita  Penggugat

kepada saksi 

2. Saksi II Penggugat  , Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan

Penggugat  dan  Tergugat,  hubungan  sebagai  Teman,  menyatakan

bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak

yang bernama Nisa Ayu Safitri,  Imania Ajeng Qinaya dan Amanda

Rafania Shafira;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2020

tidak  harmonis  lagi,  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  antara

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  yang  menjadi  penyebab

perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

Tergugat kurang cukup memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari

2021;
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- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  kembali  Penggugat  dan

Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

- Bahwa  sumber  pengetahuan  saksi  adalah  cerita  Penggugat

kepada saksi 

-

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

persidangan,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  dengan  gugatan

Penggugat  dan  mohon  kepada  Majelis  Hakim  mengabulkan  gugatan

Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,  Majelis Hakim

cukup  menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang  bahwa  terlebih  dahulu  Majelis  mempertimbangkan

keabsahan  Surat  Kuasa  Khusus  yang  dibuat  Penggugat  serta  kedudukan

Penerima Kuasa sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 April 2021 yang

dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 308/K/IV/2021 bertanggal 14 April 2021

yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi  unsur kekhususan

karena  secara  jelas  menunjuk  untuk  perkara  Cerai  Gugat  Nomor

270/Pdt.G/2021/PA.Bjr  di  Pengadilan  Agama  Kota  Banjar  dengan  memuat

materi  telaah yang menjadi  batas  dan isi  dari  materi  kuasa yang diberikan,

selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi,

dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa

Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima

Kuasa  harus  pula  dinyatakan  telah  mempunyai  kedudukan  dan  kapasitas

sebagai  Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama

Pemberi Kuasa;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama  jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2)

HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

para  pihak  berperkara  telah  diperintahkan  untuk  dipanggil  dan  menghadiri

persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Penggugat  telah  datang  secara  inperson,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah

hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada

mengajukan  eksepsi,  dan  ternyata  pemanggilan  terhadap  Tergugat  telah

dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan

150 HIR telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus

perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati

Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82

ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,

maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak

Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penggugat  adalah  pihak  yang

mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal  163
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HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

diwajibkan  dan  diperintahkan  untuk  membuktikan  setiap  dalil-dalil  dalam

gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang,  bahwa bukti  tertulis  yang diajukan Penggugat  yaitu  bukti

surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

telah  memenuhi  syarat  formil  bukti  karena  merupakan  akta  autentik  sesuai

dengan ketentuan Pasal  165  HIR jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi

syarat  materil  bukti  karena  isinya  mendukung  terhadap  dalil  Penggugat

menyangkut  tentang  keabsahan  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat,

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  jo.  Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam.  Berdasarkan  hal

tersebut di  atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah  suami  isteri  yang  sah  dan  karenanya  Penggugat  berhak  dan

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi  in judicio);

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menghadirkan  2  orang  saksi,

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  2  orang  saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  telah

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta

telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang,  bahwa  saksi  pertama  Penggugat  (Saksi  I  Penggugat  )

merupakan Teman Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Saksi II Penggugat

) merupakan Teman, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat

dan  Tergugat  didasarkan  kepada  cerita  Penggugat  kepada  kedua  saksi

karenanya tidak dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan

gugatan Penggugat  telah  terjadinya perselisihan yang terus  menerus dalam

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  2  orang  saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  tidak

memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR karena
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telah  memberikan  kesaksian  sesuai  dengan  apa  yang  dilihat  dan

didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

serta  keterangan  yang  diberikan  tidak  mendukung  terhadap  dalil  gugatan

Penggugat,  dengan demikian Majelis  Hakim berpendapat  bahwa keterangan

para saksi Penggugat tersebut tidak dapat diajdikan alat bukti yang sah dalam

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya; 

Mengingat  segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ; 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 

Demikian  Putusan  ini  dijatuhkan  di  Pengadilan  Agama  Kota  Banjar

dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Juni

2021 Miladiyah,  bertepatan dengan tanggal  4  Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh

kami Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sardianto,S.H.I., M.H.I. dan

Gunawan,  S.H.I. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh  Moh.

Lutfi  Amin,  S.H.I.  sebagai  Ketua  Majelis,  didampingi  Hakim-hakim  Anggota,

dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
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Moh. Lutfi Amin, S.H.I.
Hakim Anggota

Sardianto,S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mumu Muhibin, S.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1.-------------------------------Biaya pendaftaran Rp 30.000,00      

1.-------------------------------Biaya proses Rp 50.000,00      

2.-------------------------------Biaya Panggilan Rp 240.000,00

3.-------------------------------Biaya PNBP Rp 20.000,00

4.-------------------------------Hak redaksi Rp   10.000,00

5.-------------------------------Meterai Rp          10.000,00   

Jumlah biaya Perkara Rp 360.000,00  

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
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